
 

 

 

BUPATI BANTUL 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR  43  TAHUN  2022 

 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM MEDIATOR KORBAN KEKERASAN UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DINAS 

PEMBERDAYAAN  PEREMPUAN  DAN  PERLINDUNGAN  ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 

 

BUPATI BANTUL, 

 

Menimbang : a. 

 

bahwa dalam rangka proses penanganan kasus 

sengketa korban kekerasan perempuan dan anak 

melalui mediasi, perlu membentuk Tim Mediator 

Korban Kekerasan; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 

keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Mediator 

Korban Kekerasan Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bantul tahun 2022; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1950 

Nomor 44): 

 

 

SALINAN 
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  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 

  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4419); 

   4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan 

Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 59); 

 

 

 

 

 

 

 



  6.  Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 

Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan 

Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 

tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban 

Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56); 

  7. Peraturan Daerah Kabupaten  Bantul  Nomor  3 Tahun 

2018 Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran 

Daerah Kabupaten Bantul  Tahun  2018  Nomor 3, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 94); 

 

 

 

 

 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2021 Nomor 11); 

  9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul 

Tahun 2021 Nomor 155); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM 

MEDIATOR KORBAN KEKERASAN UNIT PELAKSANA 

TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN 

ANAK DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN 

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN 

PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022. 

KESATU : Membentuk Tim Mediator Korban Kekerasan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan 

dan Anak (UPTD PPA) dengan susunan dan 

personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Keputusan Bupati ini. 



KEDUA : Tim Mediator Korban Kekerasan UPTD PPA 

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU 

mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. mempersiapkan usulan jadwal mediasi kepada 

para pihak; 

b. mengidentifikasi dan menyampaikan 

permasalahan, kepentingan dan harapan dari satu 

pihak ke pihak lainnya; 

c. mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam 

proses mediasi; dan 

d. mendorong para pihak untuk mencari penyelesaian 

yang terbaik. 

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Mediator Korban 

Kekerasan UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul. 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022. 

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal  14 Januari 2022 

 

BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

ABDUL HALIM MUSLIH 

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth: 

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 

    Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY; 

2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul; 

3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul; 

4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul; 

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten 

    Bantul; 

6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  

    Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan 

7. Yang bersangkutan. 

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya. 

 

LAMPIRAN 



KEPUTUSAN BUPATI BANTUL 

NOMOR  43  TAHUN 2022 

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM MEDIATOR 

KORBAN KEKERASAN UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DAERAH 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN 

DAN ANAK DINAS 

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DAN PERLINDUNGAN ANAK, 

PENGENDALIAN PENDUDUK 

DAN KELUARGA BERENCANA 

KABUPATEN BANTUL TAHUN 

2022. 

 

SUSUNAN DAN PERSONALIA  

 

  

NO JABATAN 

DALAM TIM 

NAMA HONORARIUM/

BULAN (Rp) 

1 2 3 4 

1. Ketua Sunarso, S.H.,M.Si. 1.000.000 

2. Anggota 1. Anny Soeparjati, S.H. 750.000 

  2. Lisa Oktavia, S.H. 750.000 

JUMLAH 2.500.000 

 

         BUPATI BANTUL, 

 

ttd 

 

ABDUL HALIM MUSLIH 

 

 


